
MODAL-PERUSDA-PERCETAKAN 

2019 

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LD KABUPATEN BREBES TAHUN 2019, 13. 

HLM 

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN 

PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES 

ABSTRAK:  Bahwa sarana percetakan merupakan salah satu sarana kebutuhan masyarakat yang 
perlu diupayakan pemenuhannya agar senantiasa selalu tersedia dengan kualitas 

yang baik, dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan guna kesejahteraan 

masyarakat sekalipun merupakan kebutuhan suplemen. Bahwa Pemerintah 
Kabupaten Brebes sebagai pemilik Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa 

Grafika Kabupaten Brebes bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan 

penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas Penyertaan 

Modal; Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Sumber Dana; Modal Dasar; Pelaksanaan 

Penyertaan Modal; Fasilitas dan Koordinasi; pembinaan, Pengawasan, Pengendalian 

dan Pertanggungjawaban. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019. 
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